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IKHTISAR
Adapun judul skripsi ini adalah PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai). Wakaf adalah suatu lembaga Syari’at Islam yang memberikan hukum tersendiri pada harta kekayaan seseorang dengan tujuan untuk menegakkan dan melaksanakan Syari’at Islam, terutama dalam bidang peribadatan dan bidang sosial keagamaan. Dalam hal perkembangan dan pelaksanaan wakaf terdapat Majelis Ulama Indonesia yang merupakan suatu Lembaga Keagamaan yang membimbing dan melayani umat Islam yang  membutuhkan pemahaman agama. Wakaf telah diatur didalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 yaitu “ Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah ”. tetapi pada kenyataannya didalam Fiqh Islam yang selama ini berkembang tidak terdapat adanya pernyataan terhadap wakaf berjangka, maka kenyataan ini menimbulkan pertanyaan : bagaimana pandangan MUI terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Wakar berjangka ? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, studi ini diarahkan pada metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dimaksud untuk menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan hukum dan melihat kehidupan yang berkembang  dalam masyarakat atau dalam kenyataannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yakni penulis hanya menyajikan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Majelis Ulama Indonesia menolak dan tidak menyetujui dengan adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang wakaf berjangka untuk tidak direalisasikan dikalangan masyarakat Kota Tanjung Balai, ada beberapa faktor yang menyebabkan MUI menolak antara lain yaitu : (i) Undang-undang tersebut telah bertentangan dengan dasar hukum wakaf yang telah tercantum dalam Al-quran yaitu Surat Ali-Imran ayat 92 dan Surat Al-Baqarah 267. (ii) Bahwasanya wakaf berjangka tersebut bukan disebut sebagai wakaf tetapi sebaiknya dikatakan sebagai kontrak karena tidak selama-lamanya. (iii) Pada umumnya masyarakat di Kota Tanjung Balai penganut Mazhab Syafi’iyyah yang tidak menetapkan dan mengenal dengan adanya wakaf berjangka. Maka sampai saat ini wakaf  masih terlaksana sesuai dengan kaedah Fiqh, bukan berdasarkan pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang wakaf berjangka dan MUI tidak membenarkan dan tidak merealisasikan adanya wakaf berjangka di Kota Tanjung Balai. 
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BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah
Sejak datangnya Islam, wakaf dilaksanakan berdasarkan faham yang dianut oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia, yaitu faham Syafi’iyyah dan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum  lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur wakaf, masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti mewakafkan tanah secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu tanpa melalui prosedur administratif karena dianggap sebagai suatu amalan ibadah semata dan harta wakaf merupakan milik Allah semata yang siapapun tidak akan berani menggugat.
Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir–akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefenisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.
Meskipun wakaf telah berperan penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Untuk itu sudah saatnya kita mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf khususnya bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat.​[1]​
Dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kehadiran ini sangat penting bagi perlindungan tanah–tanah wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen Agama dan sebagai regulasi pemberdayaan potensi wakaf secara lebih optimal, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dengan Undang–undang khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan yang sangat serius dalam membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) yang duduk dalam lembaga-lembaga kenadziran, karena lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Untuk itu eksistensi dan kualitas SDM  harus betul–betul diperhatikan.
Namun para ahli Fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik di tinjau dari aspek kontinyuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Para ahli Fiqih berbeda pandangan dalam mendefenisikan wakaf  yaitu :
a.	Menurut Imam Abu Hanifah
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari siwakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.  Mazhab Hanafi mendenisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.​[2]​

b.	Menurut Imam Malik
Wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan siwakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.​[3]​
c.	Menurut Imam Syafi’i dan Hambali
Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jadi Syafi’i berpendapat bahwa wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).​[4]​
Sedangkan dalam konteks Perundangan di Indonesia, Hal ini telah diatur dalam Undang–undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka, yaitu “Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.​[5]​
Wakaf berjangka dalam defenisinya yaitu “Wakaf yang tidak melepaskan  harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun harta tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama tetapi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh siwakif dan siwakif boleh menarik kembali apabila jangka waktu wakaf telah berakhir sesuai dengan kehendak yang mewakafkan”.​[6]​
Dari uraian pasal ini dapat disimpulkan bahwa :
1.	Wakaf sebagai satu lembaga keagamaan dapat digunakan sebagai saran pengembangan kehidupan beragama dalam rangka mencapai kesejahtraan masyarakat
2.	Wakaf bisa dengan waktu selamanya dan boleh pula dengan jangka waktu tertentu
3.	Pada dasarnya wakaf tidak boleh diubah atau digantikan, kecuali dalam keadaan tertentu dengan prosedur yang dibenarkan Peraturan Perundangan
4.	Dalam hal penyelewengan benda wakaf dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat ketentuan-ketentuan pidana yang lebih rinci.
Para Ulama di Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai berbeda  pandangan terhadap wakaf berjangka. adapun pandangan tentang wakaf berjangka yang dinyatakan  oleh MUI diantaranya :
1.	Bapak Syahlan Sitorus (Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Tanjung Balai) 
menyatakan bahwa tidak menyetujui dengan adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan menolak karena wakaf berjangka tersebut tidak ada diatur khusus dalam Al-quran dan bisa menimbulkan permasalahan yang ada dikemudian hari karena kata wakaf telah difahami sebagai penyerahan harta benda yang dimiliki agar diserahkan untuk kepentingan umat dan syariah tanpa adanya jangka waktu tertentu, tetapi wakaf  tersebut digunakan untuk selama–lamanya.​[7]​ 
2.	Bapak Asmuniansyah (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Tanjung Balai) 
menyatakan bahwa tidak menyetujui dengan adanya Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan menolak karena peraturan tersebut telah bertentangan dengan defenisi, pelaksanaan dan Fiqh wakaf yang selama ini telah terlaksana dan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.​[8]​
3.	Bapak Bahriun (Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Tanjung Balai) 
menyatakan bahwa menyetujui dengan adanya Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan peraturan itu telah ditetapkan oleh Negara dan boleh dilaksanakan oleh kalangan masyarakat dikarnakan itu merupakan hukum Islam yang dibentuk dalam Peraturan Negara.​[9]​
Dalam rangka pemahaman harta benda wakaf dengan waktu selamanya dan berjangka maka hal ini dapat ditinjau dari Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi Ulama, Zu’ama, dan Cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin diseluruh Indonesia.
MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para Ulama, Cendekiawan dan Zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang Ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para Ulama.
Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:
1.	Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2.	Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3.	Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)
4.	Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5.	Sebagai penegak amar ma’ruf nahi mungkar.
Berdasarkan Bab VI tentang kewewenangan dan wilayah Fatwa bahwa :
1.	MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran umat Islam Indonesia
2.	MUI berwenang menetapkan Fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam secara Nasional atau masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas kedaerah lain.
3.	Terhadap masalah yang telah ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia daerahnya berhak melaksanakannya.
4.	Jika karena faktor tertentu Fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 dapat dilaksanakan MUI daerah boleh menetapkan Fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5.	Dalam hal belum ada Fatwa MUI, maka MUI daerah berwenang menetapkan Fatwa.
Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan Fatwa MUI daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.​[10]​
Mengingat terdapatnya perbedaan pemahaman dalam harta benda wakaf berjangka dikalangan MUI Kota Tanjung Balai yang ada maka dari itu agar dapat difahami oleh kalangan masyarakat demi meningkatkan kualitas perwakafan khususnya di Kota Tanjung Balai sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih detail maka dari itu Penulis Mengadakan Penelitian mengenai “Pandangan Ulama Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka. (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjung Balai )”.

B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikemukakan rumusan – rumusan masalah yaitu sebagai berikut :
1.	Bagaimana Pandangan MUI Kota Tanjung Balai Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka ?
2.	Apakah penyebab terjadinya perbedaan pandangan dikalangan MUI Kota Tanjung Balai terhadap UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka ?

C.	Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1.	Untuk mengetahui pandangan MUI Kota Tanjung Balai terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Berjangka.
2.	Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pandangan dikalangan MUI Kota Tanjung Balai terhadap Wakaf Berjangka.
3.	Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pandangan dikalangan MUI Kota Tanjung Balai terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Berjangka.

D.	Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi pihak–pihak lain. Manfaat dari penelitian ini adalah :
1.	Memberikan aspirasi serta pemikiran terhadap umat Islam bahwa pentingnya perwakafan untuk perekonomian dan kesejahtraan umat.
2.	Memberikan cerminan bagi masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat mengetahui hukum seputar perwakafan melalui MUI di Kota Tanjung Balai khususnya dibidang wakaf berjangka.
3.	Untuk dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi semua pihak terhadap permasalahan–permasalahan wakaf yang ada. 

E.	Kajian Teori
Wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT.​[11]​
Kata  وَقَفَ atau وَقْفَ berasal dari bahasa Arab وَقَفَ Asal kata وَقَفَ berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” atau tetap “berdiri”. Kata وَقَفَ – يُوْقِفُ - وَقْفًا sama artinya dengan حَبَسَ – يُحَبِيْسُ - تَحْبِيْسًا .​[12]​  Kata اْلوَقْفُ dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta yang diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.​[13]​
Sedangkan menurut istilah Fiqh wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.​[14]​
Dalam referensi lain disebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT. 
Menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 dijelaskan bahwa Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahtraan umat menurut Syari’ah.​[15]​
Dengan adanya Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Berjangka dapat dilihat bahwa wakaf tersebut tidak terdapat didalam ajaran Fiqh yang selama ini telah dilaksanakan dan diketahui, terutama dikalangan masyarakat Kota Tanjung Balai yang pada umumnya penganut mazhab Syafi’i dan Undang-undang tersebut dianggap telah melanggar ajaran Islam.
Dari keseluruhan defenisi wakaf yang sebelumnya telah dikemukakan tampak jelas bahwa wakaf itu adalah menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus atau dapat ditarik kembali, hendaknya tidak merenggangkan semangat dibidang perwakafan dan terus berupaya memperbaiki niat, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.
Dengan adanya perbedaan defenisi wakaf ini, maka wakaf merupakan akad yang bersifat tetap dan tidak mungkin dapat diubah, tidak boleh dibatalkan dan akad wakaf akan terlaksana seketika itu juga.​[16]​

F.	Metodelogi Penelitian
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

1.	Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dimaksud untuk menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan hukum dan melihat kehidupan yang berkembang  dalam masyarakat atau dalam kenyataannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yakni penulis hanya menyajikan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. 
Dengan ini penulis harus menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Pandangan Ulama Kota Tanjung Balai terhadap Undang-undang  No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Berjangka.
2.	Lokasi Penelitian
Dilihat dari objek yang diteliti adalah Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjung Balai mengenai Pandangan Ulama Kota Tanjung Balai terhadap UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Berjangka maka jelas yang menjadi lokasi penelitian adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai.
3.	Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :
a.	Sumber Data Primer
Yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait dan berhubungan langsung dengan penelitian yaitu Ketua Komisi Fatwa, Wakil Komisi Fatwa, Anggota Komisi Fatwa Kota Tanjung Balai dan Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.
b.	Sumber Data Sekunder
Yaitu sumber data yang memberikan keterangan secara tidak langsung dan bersifat melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder dalam hal ini adalah : buku-buku dari Al-Fiqh al-Islam wa Adillatihu, Ahkam al-Waqfi al- Syari’ah al-Islamiyah, Fiqh Sunnah, Bidayatul Mujtahid dan artikel ilmiah dari lembaga terkait yang ada hubungannya dengan Pandangan Ulama Kota Tanjung Balai dan sumber lainnya yang diperoleh dari berbagai literatur.
4.	Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a.	Wawancara / interview
Wawancara merupakan tanya jawab dalam bentuk lisan dengan memperhatikan bahasa verbal dan non verbal untuk mencari jawaban atas suatu hal atau permasalahan. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara, dengan subyek penelitian yaitu Ketua Komisi Fatwa dan Wakil Komisi Fatwa yang berhubungan dengan Pandangan Ulama Kota Tanjung Balai Tentang Wakaf Berjangka.
b.	Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Teknik atau metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Tujuan dari metode dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang berbentuk dokumen. Dalam penelitian ini metode dokumentasi peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data, baik data-data primer maupun sekunder yang berbentuk dokumen.
5.	Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi Yurisprudensi, literatur dan ketentuan yang ada hubungannya dengan wakaf berjangka terhadap Pandangan Ulama Kota Tanjung Balai dilapangan. Analisis dengan cara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G.	Sistematika Pembahasan
Hasil skripsi ini akan ditulis dalam beberapa bab dan sub bab, berikut sistematikanya :
Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian teori, metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, merupakan kajian teoritis yang membahas wakaf dalam teori bab ini berisi tentang pengertian wakaf, sejarah perkembangan wakaf, dasar hukum wakaf, wakaf menurut para imam mazhab, macam–macam wakaf, syarat dan rukun wakaf, jenis harta benda wakaf,  prosedur dan tata cara mewakafkan.  
Bab ketiga, merupakan kajian lokasi penelitian yang menguraikan gambaran umum daerah penelitian, yaitu Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjung Balai.
Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang membahas Pandangan Ulama Kota Tanjung Balai Terhadap Umdang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka serta analisis penulis dan tinjauan lapangan mengenai penelitian terhadap Pandangan Majelis Ulama Kota Tanjung Balai Terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka.
Bab kelima, merupakan penutup yang membahas kesimpulan dan saran yang akan mempaparkan hasil dari penelitian yang disertai dengan kesimpulan dan saran.











BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.	Defenisi Wakaf
		Kata  وَقَفَ atau وَقْفَ berasal dari bahasa Arab وَقَفَ Asal kata وَقَفَ berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” atau tetap “berdiri”. Kata وَقَفَ – يُوْقِفُ - وَقْفًا sama artinya dengan حَبَسَ – يُحَبِيْسُ - تَحْبِيْسًا .​[17]​  Kata اْلوَقْفُ dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta yang diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.​[18]​
Sedangkan menurut istilah Fiqh wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.​[19]​
Dalam konteks Perundangan di Indonesia, Hal ini telah diatur dalam Undang–undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka, yaitu “Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.​[20]​
Kompilasi Hukum Islam merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.​[21]​
Wakaf berjangka dalam defenisi lain yaitu “Wakaf yang tidak melepaskan  harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun harta tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama tetapi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh siwakif dan siwakif boleh menarik kembali apabila jangka waktu wakaf telah berakhir sesuai dengan kehendak yang mewakafkan”.​[22]​

B.	Sejarah Perkembangan Wakaf
a.	Masa Rasullullah 
Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari’atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madina, pada tahun Kedua Hijriyah. Ada Dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli Yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari’at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasullullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun mesjid. Rasullullah SAW pada tahun Ketiga Hijriyah pernah mewakafkan Tujuh kebun Kurma di Madinah diantaranya ialah kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagaian Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari’at wakaf adalah Umar bin Khathab.kemudian disyari’atkan wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun Bairaha  kesayangannya, kemudian disusul oleh sahabat-sahabat Nabi SAW.
b.	Masa Dinasti-Dinasti Islam
Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji stafnya, gaji guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusias masyarakat pada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada masa Dinasti Umayyah yang menjadi Hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa Khalifah Hisyam bin Abd Malik. Ia membentuk Lembaga pengelolaan perwakafan di Mesir dan Basrah dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.​[23]​
Pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat Lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilik staf pengelola lembaga wakaf.
Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh Negara dan menjadi milik Negara (Baitul mal). Pertama kali yang mewakafkan tanah milik Negara (Baitul mal) kepada Yayasan Keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang Ulama pada masa itu ialah “Ishrun” dan didukung oleh para Ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan Negara. Sebab harta yang menjadi milik Negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.
Pada masa Dinasti Mamluk perkembangan wakaf sangat pesat dan beranekaragam, sehingga apapun yang diambil boleh diwakafkan, manfaat wakaf pada masa Dinasti Mamluk digunakan sebagai tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir miskin.
Sejak abad Lima belas, Kerajaan Turki Ustmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan Undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah yang berstatus wakaf. Dari implementasi Undang-undang tersebut di Negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat sekarang.
Sejak masa Rasullullah, masa Kekhalifahan  dan masa Dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu diseluruh Negeri Muslim, termasuk di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain. 
Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya Undang-undang Wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa Peraturan Perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah. ​[24]​   

C.	Wakaf Menurut Para Imam Mazhab
 Adapun pandangan para Imam Mazhab yang berbeda dalam memandang wakaf baik dari defenisi dan istilah adalah sebagai berikut :
a.	Pendapat Mazhab Syafi’i 
حبس مال يمكن النتفاغ به مع بقاء عينه بقطع الصرف في رقبته علي مصرف مباح
“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan wakif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”. 
Dijelaskan bahwasanya  harta wakaf terlepas dari penguasaan wakif dan harta wakaf harus kekal serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.​[25]​
b.	Pendapat Mazhab Maliki
جعل منفعة مملوك ولو باجرة أو غلة لمستحق صيغة مدة مابراه الجس
“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk siserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan  berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif”.
Dijelaskan bahwa wakif menahan benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik siwakif. Perwakafan menurut malikiyah berlaku suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).​[26]​ 
c.	Pendapat Mazhab Abu Hanifah
حبس العين علي ملك الواقف والتبرع بريعها لجهة من جهات الخبر في الحال او في المال
“Menahan benda yang statusnya tetap milik wakif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik sekarang atau akan datang”. 
Dijelakan bahwa kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Bahkan wakif  dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya, jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaatnya”.​[27]​ 
d.	Pendapat Mazhab Hambali
تحبيس مالك مطاق الصرف ماله المنتفع به مع بقاء عيه بقطع تصرفه وغيره في رقبته لنوع من انواع التصرف تحبيسا يصرف ريعه الى برتقربا الى الله.
“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta terus menerus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.
Dijelaskan bahwa pemilik harta tidak boleh membelanjakan hartanya, adapun harta yang diwakafkan harus kekal dan bermanfaat untuk kebajikan kepada Allah.​[28]​  
Dalam pemaparan defenisi tersebut terdapat beragam corak pengertian dari istilah wakaf (wagf) yang berbeda sesuai dengan sudut pandang dan perbedaan perbandingan mazhab.
D.	Dasar Hukum Wakaf
Allah telah mensyari’atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar adanya wakaf diantaranya adalah : 
1.	Surat Ali-Imran ayat 92 
                   
Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.​[29]​ 
2.	Surat Al-baqarah ayat 267
                                  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. ​[30]​

Dan dari beberapa hadist Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf  maka dalam hal ini Jumhur Ulama memberikan dalil dengan hadis Ibnu Umar :
(وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا, فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ،  وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاء، وَفِي اَلْقُرْبَى, وَفِي اَلرِّقَابِ, وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ, وَابْنِ اَلسَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ :)تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ, وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ (
Artinya : Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda: “Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah) nya.” Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, “Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya.​[31]​


Dari hadist Umar Bin Khattab, Rasulullah bersabda :
إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه
“Jika engkau mau, tahanlah aslinya dan sedekahkan (manfaatnya).”​[32]​
Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang disedekahkan itu adalah hasilnya. Dengan demikian, harta yang diwakafkan tetap menjadi milik si waqif. Hanya saja, ia dilarang untuk mentasarufkan (memindahkan) dalam bentuk kepemilikan pada pihak lain. Pemahaman ini bersumber juga dari dalil Umar yang berbunyi sebagai berikut.
أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ
“…..agar tidak dijual, tidak dihibahkan, juga tidak diwariskan.”​[33]​

E.	Macam–macam Wakaf
a.	Wakaf Ahli
Yaitu Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga siwakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf Dzurri. 
Apabila ada seorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga di sebut wakaf “alal aulad”, yaitu  wakaf  yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. 
Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan tentang adanya wakaf keluarga. Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena siwakif akan mendapatkan Dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat dimanfaatkan bagi kesejahtraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.​[34]​
b.	Wakaf Khairi
Yaitu Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.  Wakaf ini ditunjukkan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain. ​[35]​
Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, siwakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf mesjid  maka siwakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka siwakif boleh mengambil air dari sumur tersebut. 
Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan harta dijalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat terbatas.​[36]​

F.	Rukun dan Syarat Wakaf
Dalam Pasal 2 Undang-undang Wakaf ditentukan bahwa syarat sah wakaf apabila dilaksanakan menurut syari’ah. Dalam Pasal 6 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan harta benda wakaf dan Jangka waktu wakaf. Pada Pasal 7 ditentukan bahwa wakif meliputi: Perseorangan, Organisasi dan Badan hukum. Selanjutnya pada Pasal 8 Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: Dewasa, Berakal, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan wakaf Organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Wakif badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.​[37]​
Adapun rukun-rukun wakaf ialah:
a.	Orang yang berwakaf (wakif)
b.	Harta yang diwakafkan (mauquf)
c.	Tujuan wakaf / orang yang diserahi tugas mengurus harta wakaf (mauquf ‘alaih)
d.	Pernyataan wakaf, segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya (shigat wakaf )​[38]​
Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut.
a.	Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk Jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
b.	Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk mesjid, mushola, pesantren, perkuburan (makam) dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
c.	Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
d.	Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya perkara hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.​[39]​

G.	Jenis Harta Benda Wakaf
Harta benda wakaf hanya dapat  diwakafkan dimiliki dan dikuasai oleh  wakif secara sah. Harta benda wakaf dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.
Benda tidak bergerak berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 2 yaitu :
a.	Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
b.	Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf  a
c.	Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 
d.	Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
e.	Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Benda bergerak berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 3 yaitu :
a.	Uang
b.	Logam Mulia
c.	Surat Berharga
d.	Kendaraan
e.	Hak atas kekayaan Intelektual
f.	Hak sewa dan
g.	Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.​[40]​

H.	Prosedur dan Tata Cara Mewakafkan
Sebelum wakaf dilaksanakan maka harus memenuhi beberapa pesyaratan dimana hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, bebas dari perkara, bebas dari sengketa, dan tidak dijaminkan. Agar perwakafan tanah dapat dilaksanakan dengan tertib, maka Undang-undang No 41 Tahun 2004 menentukan tata cara perwakafan tanah sebagai berikut :
1.	Perorangan atau Badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (calon wakif) datang sendiri dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar wakaf tersebut kemudian dibacakan pada Nazhir dihadapan PPAIW.
2.	Pada saat menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut :
	Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok pajak, ketitir, dan lain-lain).
	Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
	Izin dari Bupati/Walikota cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
3.	PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir.
4.	Dihadapan PPAIW dan 2 orang saksi, wakif mengikrarkan (mengucapkan) kehendak wakaf tersebut kepada nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Kemudian semua yang hadir menandatangani blangko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.​[41]​
5.	PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap 4. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat : nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Disamping membuat akta, PPAIW wajib membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.
6.	Pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan setempat. Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU No 41 Tahun 2004 jo Pasal 10 PP No 28 Tahun 1977 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1977 adalah sebagai berikut :
	Dalam pasal 32 UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani dengan dilampiri : sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan nazhir.
	Dalam pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik pada Kantor Pertanahan setempat harus diserahkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan, yaitu :
1.	Surat Permohonan
2.	Sertifikat Hak Milik asli tanah yang bersangkutan.
3.	Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat.
4.	Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai nazhir yang bersangkutan.
5.	Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, ikatan, sitaan dan tidak dijaminkan di Bank yang diketahui oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang setingkat, yang diperkuat oleh Camat.
6.	Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
7.	Identitas wakif (fotocopy KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang)
8.	Identitas nazhir (fotocopy KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang)
	Untuk tanah yang belum terdaftar, persyaratannya sama seperti diatas tetapi karena belum ada sertifikat Hak Milik, maka diganti dengan bukti tertulis lain yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu :
1.	Surat tanda bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
2.	Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
3.	Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi kewajiban yang disebutkan didalamnya, atau
4.	Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
5.	Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
6.	Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan.
7.	Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
8.	Akta Pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai dengan alas hak yang dialihkan, atau
9.	Surat Penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
10.	Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
11.	Lain-lain bentuk pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau
12.	Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA, atau
13.	Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan.
	Kepala Kantor Pertanahan setempat, setelah menerima surat permohonan dari PPAIW dan meneliti surat dan lampirannya, mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah yang ada dan pada sertifikat tanah yang diwakafkan itu dicatat beberapa hal sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah milik. Bila pengajuan permohonan itu bersamaan dengan permintaan pengesahan hak/konversi, maka pencatatan wakafnya baru dilakukan setelah sertifikatnya dikeluarkan. Bila yang diwakafkan itu sebagian dari tanah miliknya, maka bidang tanah tersebut dilakukan pemisahan terlebih dahulu sehingga masing-masing mempunyai sertifikat sendiri-sendiri.
	Setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka Kepala Kantor Pertanahan setempat menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat tersebut pada PPAIW untuk dicatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan.
	Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Badan Wakaf Indonesia harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta wakaf. Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan.​[42]​

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG MUI KOTA TANJUNG BALAI

A.	Sejarah Majelis Ulama Indonesia ( MUI )
Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) MUI pusat adalah wadah tempat bergabungnya Ulama, Zu’ama, Aqhniya dan Cendekiawan Muslim, berdiri pada tanggal 11 Januari 1975 M. Bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1394 H. Lahir sebagai respon  terhadap kondisi internal umat Islam yang majemuk (heterogen) dalam alam pikiran keagamaan,organisasi sosial,dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sehingga umat Islam terjebak kedalam egoisme kelompok (ananiah hizbiyah). Kondisi ini meniscayakan (wajib alamanah), adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif sebagai pemersatu dan perekat umat Islam.
Selain itu juga sebagai respon  terhadap tantangan global,seperti nominasi Barat dengan Ideolagi liberalisme, Kapitalisme,dan Sekularisme. Ditambah lagi dengan keinginan perwujudan  masyarakt Indonesia baru, masyarakat Madani (khair al amanah), keadilan (al adalah), dan demokrasi (syura).  Dalam kondisi ini para Ulama, Zua’ma, dan Cendiakawan Muslim menyadari pentingnya wadah bersama sebagai  perkenikmatan  bersama yang mengikat dan dalam kaitan itulah Majelis Ulama Indonesia lahir.

B.	Visi 
Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi Ulama, Zu’ama, Aghniya’ dan Cendikiawan Muslim untuk kejayaan Islam (izzul Islam wa al Muslimin) sehingga dapat diwujudkan Islam yang penuh rahmat (rahmat lil alamin).

C.	Peran dan Fungsi
1.	Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi ( Waratsat al anbiya )
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.
2.	Sebagai Pemberi Fatwa ( Mufti )
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Selain pemberi fatwa, MUI juga berperan sebagai pemberi nasehat ( tausiah ) dan pemberi peringatan dan renungan ( tazkirah).
3.	Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat  (khadim al ummah), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintahan.
4.	Sebagai Gerakan Ishlah wal-Tajdid
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor ishlah yaitu gerakan Pembaharu Pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan dikalangan umat Islam Indonesia.
5.	Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegak amar makruf nahi munkar, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Mejelis Ulama Indonesia tampil dibarisan terdepan  sebagai kekuatan moral (moral force) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.

D.	Hubungan dengan Luar
Sesuai dengan prinsip Hurriyah, MUI adalah Lembaga independen, tidak merupakan underbouw dari salah satu ormas atau partai politik. Dalam mengambil setiap kebijakan MUI bersifat bebas dan tidak terikat dengan kepentingan tertentu. Menyangkut Pemerintah, MUI mempunyai hubungan kemitraan, bekerja dengan Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

E.	Periode Masa Jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai :
	Periode Pertama 		: H. Thahir Abdullah
	Periode Kedua 		: H. Abdullah Hasyim Nst
	Periode keempat 		: H. Makruf AM. BA
	Periode kelima 		: H. Makruf AM. BA hingga sekarang

F.	Anggota-Anggota Komisi Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai Masa Khidmat 2010-2015
Adapun anggota-anggota Komisi dalam MUI terdiri dari beberapa kelompok, yaitu :
1.	Komisi Fatwa 
	Ketua 	: SYAHLAN SITORUS,BA
	Wakil Ketua 	: BAHRIUN, S.Ag
	Sekretaris 	: Drs. H. ABD SYADAT SARAGIH, SH
	Anggota 	: Drs. H. M. YUSUF ABDUL MUTHALIB, Lc
	Anggota 	: Drs. H. ARIFIN
	Anggota 	: Hj. ZAINIBAH SYAS, BA
	Anggota 	: KARIMUDDIN, MS, S. Ag
	Anggota 	: Drs. HASANUDDIN
	Anggota 	: H. ASMUNISYAH, S. Ag
	Anggota 	: Drs. H. FAKHRI  SINAGA
	Anggota 	: H. SYAHRONI SIRAIT, SPd.I
	Anggota 	: H. AHMADSYAH
	Anggota 	: Drs. H. MURSHAL AZIZ HARAHAP
	Anggota 	: H. JALALUDDIN LUBIS
	Anggota 	: H. MARWAN FAHMI
	Anggota 	: H. A. JALIL RAHMADSYAH
	Anggota 	: AFRIZAL ZULKARNAIN, S. Ag
	Anggota 	: ZULKIFLI SITORUS, S. Ag
	Anggota 	: HADJARUL ASWAD
	Anggota 	: Drs. RIBAT RAFA’I
	Anggota 	: H. ZULKIFLI MUKABBAR
2.	Komisi Dakwah
	Ketua 	: Drs. H. M. YUSUF ABDUL MUTHALIB, Lc
	Wakil Ketua 	: Drg. AZHARI SIMA
	Sekretaris 	: Drs. NORMAL RAMBE
	Anggota 	: Drs. H. ABDUL HAYYIN NASUTION
	Anggota 	: H. A. HARIS PALEMBANG
	Anggota 	: H. SALIM SINAGA
	Anggota 	: AWALUDDIN MATONDANG
	Anggota 	: DARWIN AHMAD
	Anggota 	: WARIS THALIB, S. Ag
	Anggota 	: FADLAN
3.	Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama
	Ketua 	: Drs. H. ARIFIN
	Wakil Ketua 	: H. HAIDIR SIREGAR
	Sekretaris 	: H. ZAR’I THAHER, A. MA
	Anggota 	: SAID NAZARUDDIN, BA
	Anggota 	: BAHARI, MS
	Anggota 	: Drs. MUSTAFA KAMAL
	Anggota 	: HASAN TOPAN
	Anggota 	: Drs. TUPPAL P. SIREGAR
	Anggota 	: IKHWANSYAH, S. Ag

4.	Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sakinah
	Ketua 	: Hj. ZAINIBAH SYAS, BA
	Wakil Ketua 	: Hj. NURHAIDA MINGKA, SPd.I
	Sekretaris 	: Dra. Hj. NURUL  ASYIAH
	Anggota 	: Dra. Hj. HARMAINI JANNAH
	Anggota 	: Hj. NURSIAH ALI HUSIN
	Anggota 	: Hj. NURSIAH SIMATUPANG
	Anggota 	: Dra. Hj. LAMSARI
	Anggota 	: Dra. Hj. TIMA SARI HARAHAP
	Anggota 	: Dra. FATIMAH
	Anggota 	: Dra. AISYAH
	Anggota 	: Dra. NURSIAH
	Anggota 	: Hj. MASLIANI, AMD
	Anggota 	: Dra. Hj. NURHIDAYAH
5.	Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
	Ketua 	: KARIMUDDIN, MS, S.Ag
	Wakil Ketua 	: H. M. KOSASIH
	Sekretaris 	: SOFYAN LUBIS, S. Pd
	Anggota 	: H. A. LOKOT SIRAIT, S. Pd.I
	Anggota 	: Drs. DARWIN PANJAITAN
	Anggota 	: H. MARALELO SIREGAR
	Anggota 	: H. SYAHRUL, BA
	Anggota 	: H. A. NAEM Ch
	Anggota 	: SUGITO SYAHPUTRA
	Anggota 	: MAHYARUDDIN SALIM, SH
	Anggota	: H. JOHAN
6.	Komisi Pendidikan dan Pengkajian / Litbang
	Ketua 	: Drs. HASANUDDIN
	Wakil Ketua : Dra. ARBIJATI UMAR
	Sekretaris 	: H. SAYHRONI SIRAIT, SPd.I
	Anggota 	: Ir. T. MUHAMMAD TIBRI, M. Si
	Anggota 	: Drs. H. SYAWALUDDIN SIREGAR
	Anggota 	: Drs. JALALUDDIN PURBA
	Anggota 	: Drs. ARBAI SINAGA
	Anggota 	: Drs. H. DHARMA KHALDUN
	Anggota 	: Drs. TAMADDUN NASUTION
	Anggota 	: SRI BANUN, S. Ag

7.	Komisi Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga Islam
	Ketua 	: H. ASMUNISYAH, S. Ag
	Wakil Ketua : TUAH MANURUNG, S. Pd.I
	Sekretaris 	: H. UCOK ROUFDY
	Anggota 	: H. SOUMAN
	Anggota 	: H. SAIFUL BAHRI PANJAITAN
	Anggota 	: SYAHRIL, HT
	Anggota 	: Drs. MUHAMMAD NURDIN
	Anggota 	: M. JAMIL, S. Ag
	Anggota 	: DTM. HALBAY
8.	Komisi Ukhuwah
	Ketua 	: Drs. H. FAKHRI SINAGA
	Wakil Ketua 	: H. A. DAHLAN NAPITUPULU
	Sekretaris 	: MAHMUD ZAKI, S. Sos
	Anggota 	: Drs. JAMALUDDIN RITONGA
	Anggota 	: H. AHMAD JAIS, S. Ag
	Anggota 	: AZWIN BATUBARA
	Anggota 	: AMRAN, HS, SPd.I
	Anggota 	: Dra. Hj. SITI NAISYAH
	Anggota 	: Dra. NURGAYAH, AS
	Anggota 	: H. ASWIN
	Anggota 	: AHMAD MUGHZI

Ditetapkan di : TANJUNG BALAI
Pada Tanggal : 19 Rajab 1431 H
		  02 Juli 2010 M
























BAB IV
HASIL PENELITIAN

A.	Pandangan Ulama Kota Tanjung Balai Terhadap Undang-undang No 41 Tahun  2004 Tentang Wakaf Berjangka
Dari hasil wawancara yang saya lakukan mengenai  pandangan Ulama terhadap Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Berjangka (Study Penelitian MUI Kota Tanjung Balai) akhirnya menemukan hasil, hingga dapat memaparkan  beberapa pandangan Ulama baik yang menerima ataupun menolak dengan adanya Undang-undang No 41 tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka yang ditetapkan  oleh Pemerintah.
Adapun pandangan Ulama yang menerima dan menyetujui terhadap Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka adalah sebagai berikut :
1.	Bahriun, S.Ag (Wakil Ketua Komisi Fatwa)
	Bahwasanya menyetujui dengan adanya Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan peraturan itu telah ditetapkan oleh Negara dan boleh dilaksanakan oleh kalangan masyarakat dikarnakan itu merupakan hukum Islam yang dibentuk dalam peraturan Negara.
2.	Drs. H. Fakhri  Sinaga (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya menyetujui dengan adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan kondisi saat ini sulit diharapkan seseorang atau sekelompok masyarakat mewakafkan harta benda berbentuk permanen, tetapi dengan adanya wakaf berjangka tersebut masyarakat atau lembaga bisa mewakafkan dengan waktu tertentu sehingga masyarakat lainnya bisa mengambil manfaatnya.
3.	Drs. H. Abd Syadat Saragih, SH (Sekretaris Komisi Fatwa)
	Bahwasanya menyetujui dengan adanya Undang-undang No.41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan selama benda yang diwakafkan mempunyai manfaat dan bisa digunakan untuk kepentingan umat maka wakaf berjangka tersebut sah-sah saja dilakukan.
4.	H. A. Jalil Rahmadsyah (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya menyetujui dengan adanya Undang-undang No.41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan bila harta yang diwakafkan tidak dapat diambil lagi manfaatnya maka wakaf boleh diambil lagi oleh wakif.
	Adapun pandangan Ulama yang menolak dan tidak menyetujui terhadap Undang-undang N0 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka adalah sebagai berikut : 
1.	Syahlan Sitorus, BA (Ketua Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan menolak karena peraturan tersebut telah bertentangan dengan defenisi, pelaksanaan dan Fiqh wakaf yang selama ini telah terlaksana dan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.​[43]​
2.	Drs. H. M. Yusuf Abdul Muthalib, Lc (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan menolak karena bertentangan dengan kaidah Fiqih yang ada dan mayoritas umat Islam terutama di Kota Tanjung Balai lebih kepada Mazhab Syafi’i yang tidak membenarkan dengan adanya wakaf berjangka.​[44]​
3.	Drs. H. Arifin (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan menolak karena bertentangan dengan Fiqh yang ditetapkan selama ini dan harus dilawan dengan dasar-dasar yang tertentu bila bertentangan dengan Fiqih.​[45]​
4.	Drs. Hasanuddin (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan dapat menimbulkan problematika dikalangan masyarakat bila dilaksanakannya wakaf berjangka tersebut didalam kehidupan sehari-hari.​[46]​
5.	H. Asmunisyah, S. Ag (Anggota Komisi Fatwa)
Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan menolak karena peraturan tersebut telah bertentangan dengan  Fiqih wakaf yang selama ini telah terlaksana dan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi umat.​[47]​
6.	H. Syahroni Sirait, SPd.I (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang wakaf berjangka dengan alasan menolak karena didalam Fiqih Islam tidak diatur dan tidak ditetapkan jadi itu sudah melanggar kaedah Fiqih.​[48]​
7.	H. Ahmadsyah (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan menolak dikarnakan bisa menimbulkan dampak-dampak negatif bagi bidang perwakafan yang ada sehingga bisa menimbulkan permasalah dilain hari.​[49]​
8.	Drs. H. Murshal Aziz Harahap (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan menolak sebab wakaf itu telah terlaksana untuk selama-lamanya dan itu tidak terdapat pada Mazhab Syafi’i yang mengatakan adanya wakaf berjangka.​[50]​
9.	H. Marwan Fahmi (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan sebab di Fiqih telah diatur wakaf itu selamanya dan tidak ada tentang wakaf berjangka seperti yang tercantum pada Undang-undang tentang perwakafan.​[51]​
10.	H. A. Jalil Rahmadsyah (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan wakaf yang selama ini dikenal adalah wakaf selama-lamanya dan itu telah bertentangan dengan kaedah Fiqih yang selama ini telah terlaksana dan diikuti oleh umat Islam di Kota Tanjung Balai.​[52]​

11.	Hadjarul Aswad (Anggota Komisi Fatwa)
	Bahwasanya tidak menyetujui dengan adanya peraturan dalam Undang–undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dengan alasan mayoritas umat Islam di Indonesia lebih cenderung pada Mazhab Syafi’i yang mengatakan wakaf itu selama-lamanya dan tidak terdapat wakaf berjangka seperti yang terdapat pada Undang-undang Negara.​[53]​
	Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pandangan Ulama-ulama tersebut terutama di bidang Komisi Fatwa telah mendapatkan hasil bahwasanya Ulama di Kota Tanjung Balai menolak dan tidak menyetujui dengan adanya Undang-undang N0 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka bila dikembangkan di Kota Tanjung Balai.

B.	Argumen Majelis Ulama Indonesia Dibidang Komisi Fatwa 
Adapun argumen-argumen yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia khususnya dibidang Komisi Fatwa antara lain :
1.	Undang-undang tersebut telah bertentangan dengan dasar hukum wakaf yang telah tercantum dalam Al-quran yaitu Surat Ali-Imran ayat 92 dan Surat Al-Baqarah 267 yang berbunyi :
                   
Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya
                                  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 
2.	Bahwasanya Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka hanya diatur dalam Peraturan Negara tetapi tidak diatur dalam Peraturan Agama.
3.	Undang-undang tersebut telah bertentangan dengan ajaran Fiqih Islam yang selama ini telah menjadi mayoritas dikalangan masyarakat Kota Tanjung Balai.
4.	Undang-undang ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan dan problematika dikalangan masyarakat yang selama ini hanya mengenal wakaf itu kekal atau selama-lamanya.
5.	Undang-undang tersebut bisa memberikan dampak buruk bagi bidang perwakafan itu sendiri dan mengganggu pemahaman masyarakat atas adanya wakaf berjangka.
6.	Bahwasanya wakaf berjangka tersebut lebih baik dikatakan sebagai kontrak karena sifatnya sementara sedangkan wakaf yang difahami selama ini bersifat kekal dan selama-lamanya.
7.	Undang-undang ini tidak bisa diterapkan karena bisa menimbulkan pemahaman yang melanggar dari jalur ajaran Agama.
8.	Pada umumnya masyarakat di Kota Tanjung Balai penganut Mazhab Syafii’yah yang tidak menetapkan dan mengenal dengan adanya wakaf berjangka.



C.	Analisis Terhadap Pandangan MUI Kota Tanjung Balai
Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka penulis memaparkan analisis sesuai dengan judul skripsi ini. Bahwasanya pada umumnya mayoritas masyarakat Kota Tanjung Balai penganut faham Mazhab Syafi’iyyah yang melaksanakan hukum perwakafan berdasarkan ajaran agama bukan berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan didalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Wakaf Berjangka.
Bahwasanya masyarakat Kota Tanjung Balai telah melaksanakan perwakafan sesuai dengan mayoritas Syafi’iyyah yang telah lama berkembang dengan baik dari dahulu hingga saat ini. Di Kota Tanjung Balai terdapat suatu Lembaga Keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi panutan masyarakat karena salah satu fungsi MUI ialah sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi dan sebagai pembimbing dalam pelayanan umat Islam yang mengarahkan masyarakat dalam jalan kebenaran terutama dalam bidang peribadatan demi kesejahtraan umat Islam.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwasanya terdapat sebagian kecil Majelis Ulama Indonesia menerima dan membolehkan dengan adanya wakaf berjangka dengan alasan karena wakaf berjangka itu merupakan peraturan Negara yang digabungkan dengan hukum Islam baik berjangka ataupun selama-lamanya sehingga Peraturan Perundang-undangan itu bisa untuk dilaksanakan dikalangan masyarakat Kota Tanjung Balai. Tetapi sebagian besar juga Majelis Ulama Indonesia menolak dan tidak menyetujui dengan adanya wakaf berjangka karena Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf berjangka telah dianggap bertentangan dengan faham dan pelaksanaan pada masyarakat Kota Tanjung Balai.
Adapun beberapa alasan Majelis Ulama Indonesia menolak dengan adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Wakaf Berjangka tersebut antara lain adalah bahwa wakaf berjangka ini telah bertentangan dengan ayat Alquran yaitu surah Al-baqarah ayat 267 dan surah Ali-Imran ayat 92, menurut faham masyarakat selama ini bahwa wakaf itu selama-lamanya tidak mempunyai batas waktu tertentu, wakaf berjangka itu tidak bisa dikatakan sebagai wakaf tetapi lebih baik dikatakan sebagai kontrak karena tidak bersifat selama-lamanya hanya sementara, dan wakaf berjangka dapat menimbulkan berbagai bentuk permasalahan dan sengketa dalam hal perwakafan tersebut. Ini merupakan beberapa dampak negatif dan alasan Majelis Ulama Indonesi menolak dan tidak menyetujui dengan adanya wakaf berjangka bila dikembangkan ditengah-tengah masyarakat Kota Tanjung Balai.
Dari hasil pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka penulis lebih berpedoman dan mendukung terhadap pandangan Majelis Ulama Indonesia yang menolak dan tidak menyetujui dengan adanya wakaf berjangka berdasarkan beberapa dampak negatif dan alasan yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga penulis menyetujui bila wakaf berjangka itu lebih baik untuk tidak direalisasikan dikalangan masyarakat Kota Tanjung Balai karena bisa merusak sistem dalam bidang perwakafan itu sendiri. 


















BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan
-	Bahwasanya Ulama-ulama di Kota Tanjung Balai mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda terhadap peraturan Perundang-undangan No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka dan proses pelaksanaannya di Kota Tanjung Balai.
-	Ulama-ulama di Kota Tanjung Balai tidak menyetujui dan menolak dengan adanya Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf Berjangka karena undang-undang tersebut telah bertentangan dengan kaedah Fiqh Islam dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dikemudian hari serta pada umumnya Ulama dan masyarakat Kota Tanjung Balai penganut Mazhab Syafi’i yang tidak memperbolehkan adanya Wakaf Berjangka.






B.	Saran
-	Kepada masyarakat penulis menyarankan untuk memperhatikan dan memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama dalam bidang Perwakafan.
-	Kepada insani akademis untuk terus melakukan kajian mengenai Hukum Islam pada umumnya, agar Hukum Islam tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.
-	Kepada Pemerintah kiranya dapat memperhatikan aspirasi masyarakat terutama dibidang Perwakafan  dan perlu diingat bahwa kebutuhan masyarakat terus berkembang, seiring perkembangan zaman.
-	Bagi tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuka agama, khususnya agar memberikan arahan yang tepat dalam permasalahan ini, agar masyarakat tidak bingung dalam bertindak sesuai dengan agama Islam.
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